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Abstract: Analysis of Financial Performance and Financial Capability of Local Government in 
Implementation Local Authonomy (Study at Local Revenue Offices and Management of Local 
Finance and Assets Malang City, Fiscal Year 2008-2012). In the implementation of regional 
autonomy, finance becomes an important factor that needs serious attention. In relation to that, is 
need to do performance assessment and financial capacity of local governments to know the 
progress of the local financial management every year. This study used a descriptive research with 
a qualitative approach. The results of this study showed that the Malang city’s financial ability 
show a positive trends but still within less able category with average of DOF ratio is 13,67% and 
average of IKR ratiois 18,01%. Malang city’s financial performance from 2008 to 2012 showed a 
positive trend with average of financial independence is 16,43%, acquisition of PAD effectiveness 
is 107,7%, priority allocation of regional expenditures still at routine expenditure, the growth 
ratio of PAD, all local revenues, and local expenditures showa fluctuating growth, and SILPA has 
increased every year. This indicates that the financial capability and financial performance is not 
yet optimal. So that need to make more improvement in Malang City’s financial management. 
 
Keyword: regional autonomy, financial capability, financial performance of Malang City 2008-
2012 
 
Abstrak: Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah 
dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012).  Dalam 
pelaksanaan otonomi daerah, keuangan menjadi faktor penting yang perlu mendapat perhatian 
serius.  Sehubungan dengan hal itu perlu dilakukan penilaian kinerja serta kemampuan keuangan 
pemerintah daerah untuk mengetahui perkembangan pengelolaan keuangan daerah setiap tahun. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Hasil 
penelitian menunjukkan kemampuan keuangan kota malang mengalami kecendrungan positif 
namun masih berada dalam kategori kurang mampu dengan rata-rata rasio DOF 13,67% dan IKR 
18,01%. Kinerja keuangan kota malang dari tahun 2008 hingga 2012 mengalami kecendrungan 
peningkatan yang positif dengan rata-rata tingkat kemandirian keuangan 16,43%, efektifitas PAD 
107,7%, prioritas alokasi belanja masih pada belanja rutin, pertumbuhan rasio PAD, Pendapatan 
dan belanja mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan SILPA setiap tahun semakin meningkat. 
Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan serta kinerja keuangan kota malang masih belum 
optimal sehingga perlu melakukan pembenahan lebih dalam pengelolaan keuangan daerah Kota 
Malang.  
 
Kata kunci: otonomi daerah, kemampuan keuangan, kinerja keuangan Kota Malang tahun 2008-
2012 
 
 
Pendahuluan 
Salah satu unsur reformasi total adalah 
tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada 
daerah kabupaten dan kota. Otonomi dan 
desentralisasi merupakan jawaban atas 
permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa 
ancaman disintregisasi bangsa, kemiskinan, ke-
tidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas 
hidup masyarakat, dan masalah pembangunan 
sumber daya manusia (Mardiasmo, 2002, h.96). 
UU No. 32 Tahun 2004 menuntut pemerintah 
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daerah menjalankan otonomi dengan sebaik-
baiknya. Menurut Nurjuha (2009, h.2), dalam 
melaksanakan pembangunan daerah, masalah 
keuangan merupakan masalah pokok pemerintah 
dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang 
harus dilakukan oleh pemerintah demi 
kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dalam 
pelaksanaan otonomi daerah, aspek pengelolaan 
keuangan daerah menjadi hal penting yang harus 
diperhatikan oleh setiap pemerintah daerah.  
Menurut Halim (2009), dalam pelaksanaan 
otonomi daerah, salah satu kriteria untuk 
mengetahui secara nyata kemampuan daerah 
dalam mengatur rumah tangganya adalah self 
supporting di dalam bidang keuangan. Artinya, 
daerah harus mampu untuk menggali sumber-
sumber keuangan sendiri serta mengelola dan 
menggunakan keuangan sendiri yang cukup 
memadai untuk membiayai penyelenggaraan 
daerahnya. 
Pengukuran kinerja keuangan penting 
dilakukan untuk dapat menilai akuntabilitas 
pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan 
daerah dan dituangkan dalam bentuk laporan 
keuangan yang bertujuan untuk menyajikan 
informasi mengenai posisi keuangan, realisasi 
anggaran, serta kinerja keuangan  pemerintah 
daerah yang berguna dalam pengambilan 
keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas 
pelaporan atas sumber daya yang dikelola 
pemerintah. Bentuk dari penilaian kinerja 
tersebut berupa analisis rasio keuangan yang 
berasal dari unsur Laporan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah berupa perhitungan APBD 
(Puspitasari, 2013, h.6). 
Selanjutnya hasil rasio keuangan yang telah 
dianalisis tersebut digunakan sebagai media 
pengukuran dalam menilai kemandirian 
keuangan daerah pemerintah daerah dalam 
membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, 
mengukur efektivitas dalam merealisasikan 
pendapatan daerahnya, mengukur sejauh mana 
kemampuan aktivitas Pemerintah Daerah dalam 
membelanjakan pendapatan daerahnya, melihat 
pertumbuhan dan perkembangan perolehan 
pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan 
selama periode waktu tertentu. 
Kota Malang sebagai salah satu Kota di 
Jawa Timur yang memiliki potensi PAD yang 
cukup besar dengan melihat kota malang sebagai 
kota pendidikan, dan kota industri. Dengan 
adanya sistem desentralisasi Kota Malang harus 
mengelola seluruh aktivitas keuangan dengan 
seefektif mungkin serta harus dapat memberikan 
inovasi untuk pemerintahannya agar dapat lebih 
mandiri dalam mengelola serta meningkatkatkan 
kinerja keuangan daerahnya. Berdasarkan latar 
belakang tersebut, maka penulis merumuskan 
masalah adalah Bagaimana kemampuan 
keuangan dan kinerja keuangan pemerintah 
daerah Kota Malang dalam pelaksanaan otonomi 
daerah tahun anggaran 2008-2012.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis kemampuan 
keuangan serta kinerja keuangan pemerintah 
daerah Kota Malang dalam pelaksanaan otonomi 
daerah tahun anggaran 2008-2012. 
 
Tinjauan Pustaka 
1. Otonomi Daerah 
UU No. 32 Tahun 2004 mendefenisikan 
otonomi daerah sebagai Hak, wewenang, dan 
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai urusan 
pemerintah dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan. 
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia 
dilaksanakan dengan berlandaskan pada dasar 
hukum UU No 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 
Menurut Mardiasmo (2002, h.59), Tujuan 
utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah 
untuk meningkatkan pelayanan dan 
kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, 
pengembangan hidup demokrasi, keadilan, dan 
pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang 
serasi antara pusat dan daerah dalam menjaga 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 
2. Keuangan Daerah 
Keuangan daerah menurut Mamesah dalam 
Halim (2008, h.23-25) adalah semua hak dan 
kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, 
demikian pula segala sesuatu baik berupa uang 
maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan 
daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasai oleh 
negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-
pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.  
Keuangan daerah dikelola melalui 
manajemen keuangan daerah. Pengelolaan 
keuangan daerah yaitu keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, 
dan pengawasan keuangan daerah. Dalam 
Permendagri No. 13 tahun 2006, Keuangan 
daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan 
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 
transparan, dan bertanggung jawab dengan 
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan 
manfaat untuk masyarakat. 
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Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan 
keuangan daerah menurut Halim (2009, h.119) 
adalah transparansi, akuntabilitas serta value for 
money (ekonomis, efektif, dan efisien). 
 
3. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah) 
APBD menurut Wajong (1962) dalam 
Halim (2008, h.20) didefenisikan sebagai ren-
cana pekerjaan keuangan (financial workplan) 
yang dibuat untuk suatu jangka waktu ketika 
badan Legislatif (DPRD) memberikan kredit 
kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk 
melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah 
tangga daerah sesuai dengan rancangan yang 
menjadi dasar penetapan anggaran, dan yang 
menunjukkan semua penghasilan untuk menutup 
pengeluaran tadi. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dipergunakan sebagai alat untuk menentukan 
besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat bantu 
pengambilan keputusan, dan perencanaan 
pembangunan, alat otoritas pengeluaran dimasa 
yang akan datang. 
Dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
struktur APBD merupakan satu kesatuan yang 
terdiri atas tiga komponen yaitu: 
1. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah 
daerah yang diakui sebagai penambah nilai 
kekayaan bersih. 
Pendapatan daerah dikelompokkan atas: 
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); 
b. Dana perimbangan; 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
2. Belanja Daerah adalah kewajiban  
pemerintah daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih.  
Belanja daerah dikelompokkan menjadi: 
a. Belanja operasi yang terdiri dari belanja 
pegawai, belanja barang, belanja bunga, 
belanja subsidi, belanja hibah, belanja 
bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, 
dan belanja bantuan keuangan kepada 
vertikal dalam negeri. 
b. Belanja modal yang terdiri dari belanja 
tanah, belanja peralatan dan mesin, 
belanja gedung dan bangunan, belanja 
jalan, irigasi, dan Jaringan, serat belanja 
aset daerah. 
c. Belanja tidak terduga 
d. Belanja transfer 
3. Pembiayaan Daerah adalah semua peneri-
maan yang perlu dibayar kembali dan/atau 
pengeluaran yang akan diterima kembali, 
baik pada tahun anggaran yang 
bersangkutan maupun pada tahun-tahun 
anggaran berikutnya.  
Pembiayaan daerah terdiri atas: 
a. Penerimaan daerah yang terdiri atas Sisa 
laba perhitungan anggaran tahun lalu 
(SILPA), Pencairan dana, Penerimaan 
pinjaman daerah, Penerimaan kembali 
pemberian pinjaman daerah, Penerimaan 
piutang daerah, dan Hasil penjualan 
kekayaan daerah yang dipisahkan. 
b. Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri atas 
pembentukan dana cadangan, penyertaan 
modal, pembayaran pokok utang, dan 
pemberian pinjaman daerah. 
 
4. Kemampuan Keuangan Pemerintah 
Daerah 
Kemampuan keuangan daerah pada 
dasarnya adalah kemampuan dari pemerintah 
daerah dalam meningkatkan pendapatan asli 
daerahnya sendiri. Menurut Munir dkk 
(2004:105), ciri utama yang menunjukkan suatu 
daerah mampu berotonomi terletak pada 
kemampuan keuangan daerah, artinya daerah 
otonom harus memiliki kewenangan dan 
kemampuan untuk menggali sumber-sumber 
keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan 
keuangan sendiri yang cukup memadai untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan 
daerahnya. 
Mengukur kemampuan keuangan daerah 
dilihat dari rasio derajat otonomi fiskal (DOF) 
dan rasio indeks kemampuan rutin (IKR). 
Menurut Reksohadiprodjo (2000) dalam Munir 
dkk (2004, h.106), DOF dapat diukur dengan 
menghitung: 
    
                      (   )
                       (   )
     
Melalui perspektif pembiayaan daerah, 
kemampuan keuangan daerah tercermin dari 
Indeks Kemampuan Rutin (IKR). Radianto (1997) 
dalam Munir dkk (2004, h.159) mendefinisikan 
IKR adalah ukuran yang menggambarkan sejauh 
mana kemampuan PAD suatu daerah dapat 
membiayai belanja rutinnya. IKR diketahui 
dengan menghitung: 
     
                      (   )
                   
      
Tolak ukur kemampuan keuangan daerah 
ditunjukkan dalam skala interval DOF dan IKR 
yaitu: 
Tabel 1. Kategori Kemampuan Daerah 
PAD/TPD (%) 
Kemampuan 
Keuangan 
IKR (%) 
0,00 - 10,00 Sangat Kurang 0,00 - 10,00 
10,01 – 20,00 Kurang 10,01 – 20,00 
20,01 – 30,00 Sedang 20,01 – 30,00 
30,01 – 40,00 Cukup 30,01 – 40,00 
40,01 – 50,00 Baik 40,01 – 50,00 
>50,01 Sangat baik >50,01 
Sumber: Munir dkk, 2004 
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5. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
Kinerja keuangan merupakan tingkat 
pencapaian suatu target kegiatan keuangan 
pemerintah daerah yang diukur melalui 
indikator-indikator keuangan yang dapat dinilai 
dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD). 
Mardiasmo (2002) mengungkapkan 
pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah 
dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu: 
memperbaiki kinerja pemerintah, membantu 
mengalokasikan sumber daya dan pembuatan 
keputusan, serta mewujudkan pertanggung-
jawaban publik dan memperbaiki komunikasi 
kelembagaan. 
Brown (1993) dalam Andayani (2007, 
h.254), menyarankan untuk menggunakan 
analisa rasio keuangan untuk menilai kondisi 
keuangan pemerintah. Beberapa analisis rasio 
dalam pengukuran kinerja keuangan berdasarkan 
data keuangan yang bersumber dari APBD antara 
lain: 
a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
Rasio ini menunjukkan tingkat kemampuan 
pemerintah daerah dalam membiayai sendiri 
kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta 
pelayanan masyarakat daerahnya (Halim, 
2008:232). Rasio kemandirian keuangan daerah 
diukur menggunakan: 
     
                    
                                 
      
Menurut Purba (2012), Untuk mengetahui 
hubungan situasional pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi 
daerah, ada empat pola hubungan seperti yang 
ditunjukkan pada tabel berikut : 
Tabel 2. Pola hubungan, Kemandirian dan 
Kemampuan Daerah 
Kemampuan 
keuangan 
Rasio 
Kemandirian 
% 
Pola 
hubungan 
Rendah sekali 0-25 Instruktif 
Rendah 25-50 Konsultatif 
Sedang 50-75 Partisipatif 
Tinggi 75-100 Delegatif 
Sumber: Purba, 2012 
 
b. Rasio Efektivitas PAD 
Rasio efektivitas PAD ini menggambarkan 
kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan 
seluruh sumber pendapatan asli daerah sesuai 
dengan jumlah PAD yang telah ditargetkan. 
Menurut Mahsun (2006, h.187), rasio ini 
diukur melalui perbandingan: 
                        
                      
      
 
Tabel 3. Tingkat Efektivitas PAD 
Efektivitas Keuangan 
Daerah 
Rasio 
Efektivitas 
Efektif >100% 
Efektif berimbang =100% 
Tidak Efektif <100% 
Sumber: Mahsun, 2006:187 
 
c. Rasio Aktivitas  
Rasio ini menggambarkan bagaimana 
Pemda memprioritaskan alokasi dananya pada 
belanja rutin dan belanja pembangunan secara 
optimal. Semakin tinggi persentase dana yang 
dialokasikan untuk belanja rutin berarti 
persentase belanja pembangunan untuk sarana 
dan prasarana ekonomi masyarakakt cenderung 
semakin kecil. Formula pengukuran rasio ini 
diformulasikan seperti: 
               
                   
          
      
                   
  
                         
          
      
 
d. Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio) 
Menurut Halim (2008, h.241), rasio 
pertumbuhan (growth ratio) digunakan untuk 
mengukur seberapa besar kemampuan peme-
rintah daerah dalam mempertahankan dan 
meningkatkan keberhasilannya yang telah 
dicapai dari periode ke periode berikutnya.  
Pengukuran tingkat pertumbuhan Pendapat-
an daerah dihitung menggunakan formula : 
                 
     (   )
      
      
                 
      (   )
       
      
 
Pengukuran tingkat Pengeluaran 
Daerah dapat diketahui melalui formula: 
                         
  
                (   )
                 
      
                               
  
                      (   )
                       
      
Dimana : 
t = Tahun Berjalan 
t-1 = Tahun Sebelumnya 
 
Analisa rasio keuangan ini merupakan 
konversi data dari laporan keuangan menjadi 
informasi yang bermanfaat untuk mengetahui 
kinerja keuangan pemerintah daerah serta bagi 
pengambilan keputusan. Analisa rasio adalah 
dengan membandingkan antara 2 (dua) atau lebih 
item keuangan, biasanya dari tahun yang sama. 
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Metode Penelitian 
Jenis Penelitian yang dipakai dalam 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif 
adalah suatu metode penelitian yang tujuannnya 
adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau 
lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 
antara fenomena yang diselidiki. 
Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsi-
kan, menganalis dan menginterpretasikan kinerja 
keuangan serta kemampuan keuangan peme-
rintah daerah Kota Malang yang diukur melalui 
perhitungan rasio keuangan berdasarkan laporan 
realisasi APBD tahun anggaran 2008-2012 dan 
disajikan dalam bentuk tulisan secara sistematis. 
Fokus dalam penelitian ini adalah 
Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kota 
Malang tahun anggaran 2008-2012 dan Kinerja 
Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang 
tahun anggaran 2008-2012. Lokasi penelitian di 
Kota Malang dan situs penelitian pada Dinas 
Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.  
Tehnik pengumpulan data dilakukan 
dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian 
ini menggunakan data primer berupa hasil 
wawancara dan data sekunder berupa data 
Laporan realisasi APBD Kota Malang tahun 
2008-2012. Instrumen penelitian ada peneliti 
sendiri, pedoman wawancara, dan dokumen. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis 
deskriptif.  Dalam analisis ini akan digambarkan 
hal-hal yang berkaitan untuk mengetahui 
kemampuan keuangan serta kinerja keuangan 
daerah Kota malang  kemudian diinterpretasikan 
dengan menggunakan analisis data kualitatif. 
Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam 
Sugiyono (2012, h.247-252) analisis data 
kualitatif terdiri dari tiga aktivitas yaitu reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 
Pembahasan 
1. Kemampuan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kota Malang tahun 2008-2012. 
Mengetahui kemampuan keuangan daerah 
Kota Malang ditinjau melalui dua perspektif 
yaitu perspektif pendapatan dan belanja daerah. 
Hasil kemampuan keuangan pemerintah 
Kota Malang tahun anggaran 2008-2012 yang 
ditinjau dari perspektif pendapatan diketahui dari 
pengukuran rasio DOF dan dari perspektif 
belanja daerah diukur dengan rasio IKR adalah: 
Dalam perkembangannya, tingkat derajat 
otonomi fiskal daerah yang dilihat dari tabel 4, 
Kota Malang mengalami peningkatan setiap 
tahunnya, walaupun secara rata-rata kemampuan 
PAD Kota Malang masih dalam  persentase 
derajat otonomi fiskal daerah yang berkisar 
antara 11,48% hingga 16,94% dengan rata-rata 
DOF selama lima tahun sebesar 13,67%. Hal ini 
mengindikasikan kemampuan keuangan dimana 
PAD kota Malang dalam menyumbang 
pendapatan daerah masih dalam ketegori kurang 
mampu. 
Tabel 4. Derajat Otonomi Fiskal Kota Malang 
tahun 2008-2012 
Sumber: Dok. BPKAD, 2013 (data diolah) 
Sedangkan Indeks kemampuan rutin daerah 
Kota Malang dalam kurun waktu tahun 2008 
hingga 2010 yang ditunjukkan oleh tabel 4, 
menunjukkan bahwa kemampuan keuangan kota 
malang dikategorikan masih kurang mampu 
dimana kemampuan PAD dalam membiayai 
belanja rutin daerah masih berkisar dibawah 20%. 
Namun dua tahun terakhir yaitu 2011 dan 2012, 
Kota Malang telah mencapai kategori cukup, 
dimana kemampuan PAD mencapai persentase 
20,98% pada tahun 2011 dan 23,37% pada tahun 
2012. 
 
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
Kota Malang tahun 2008-2012. 
Hasil Pengukuran Kinerja keuangan 
pemerintah daerah Kota Malang berdasarkan 
data realisasi APBD tahun 2008-2012 dengan 
melihat rasio kemandirian keuangan daerah, 
rasio efektivitas PAD, rasio aktivitas, rasio 
pertumbuhan, dan analisis surplus/defisiit dan 
pembiayaan daerah adalah sebagai berikut: 
 
a. Rasio kemandirian Keuangan Kota 
Malang tahun 2008-2012 
Hasil perhitungan rasio kemandirian 
keuangan pemerintah daerah Kota Malang tahun 
2008-2012 ditunjukkan oleh tabel berikut ini. 
Tabel 5. Rasio kemandirian Keuangan tahun 
2008-2012 
Tahun Kemandirian Pola Hubungan 
2008 13,01% Instruktif 
2009 13,22% Instruktif 
2010 13,52% Instruktif 
2011 20,51% Instruktif 
2012 21,39% Instruktif 
Sumber: Dok. BPKAD Kota Malang, 2013 
(Data diolah) 
Setiap tahunnya sejak tahun 2008 hingga 
2012 tingkat kemandirian keuangan kota Malang 
selalu meningkat dengan rasio kemandirian 
TAHUN DOF% IKR (%) 
Kemampuan 
Keuangan 
2008 11,51 15,60 Kurang 
2009 11,58 15,88 Kurang 
2010 11,48 14,88 Kurang 
2011 16,85 20,98 Kurang 
2012 16,94 23,37 Kurang 
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keuangan 5 (lima) tahun terakhir memiliki rata-
rata 16,33% dan menunjukkan pola hubungan 
pusat-daerah masih bersifat instruktif dimana 
peran pemerintah pusat jauh lebih dominan dari 
pada kemandirian pemerintah daerah. 
Sumbangan pemerintah paling dominan adalah 
dana perimbangan yang terdiri dari pendapatan 
bagi hasil pajak, pendapatan bagi hasil bukan 
pajak (SDA), dana alokasi umum dan dana 
alokasi khusus. 
 
b. Rasio Efektivitas PAD tahun 2008-2012 
Hasil perhitungan rasio efektivitas per-
olehan PAD Kota Malang ditunjukkan oleh tabel 
berikut ini. 
Tabel 6. Rasio Efektivitas PAD tahun 2008-
2012 
Tahu
n 
Pagu 
Anggaran 
Realisasi 
Efektivit
as 
2008 
82.213.442.771,
93 
83.403.547.594,
61 
101,45% 
2009 
92.772.122.460,
02 
92.476.383.151,
21 
99,68% 
2010 
104.802.485.74
1,16 
113.490.265.80
8,78 
108,29% 
2011 
162.332.588.45
9,55 
185.818.563.98
2,76 
114,47% 
2012 
200.671.267.20
8,87 
229.810.290.19
6,83 
114,52% 
Sumber: Dok. BPKAD Kota Malang, 2013 (Data 
diolah) 
Berdasarkan data yang telah diolah, tingkat 
keefektian PAD Kota Malang dari tahun 2008 
hingga tahun 2012 mengalami peningkatan yang 
cukup stabil, namun pada tahun 2009, PAD Kota 
Malang tidak dapat mencapai target yang telah 
ditentukan. Pada tahun 2008, 2010 hingga 2012, 
seluruh penerimaan pendapatan asli daerah telah 
mencapai target dengan persentase efektifitas 
diatas 100% dan dikatakan efektif. Target 
pencapaian perolehan PAD tahun 2009, hanya 
sebesar 99,68% karena ada beberapa hal dalam 
hasil perolehan laba perusahaan yang kurang 
sesuai dengan perolehan target yang telah 
ditentukan. 
 
c. Rasio aktivitas keuangan Kota Malang 
tahun 2008-2012 
Hasil perhitungan rasio aktivitas keuangan 
pemerintah daerah Kota Malang tahun 2008-
2012 ditunjukkan oleh tabel berikut ini. 
Tabel 7. Rasio aktivitas keuangan Kota 
Malang tahun 2008-2012 
Tahun 
Rasio Belanja 
Operasi 
Rasio Belanja 
Modal 
2008 77,78% 22,18% 
2009 71,97% 28,02% 
2010 78,78% 20,16% 
2011 84,48% 15,28% 
2012 78,52% 21,42% 
Sumber: Dok. BPKAD, 2013 (Data Diolah) 
Dari hasil perhitungan yang telah diolah, 
dana belanja daerah Kota Malang dari tahun 
2008 hingga 2012 lebih dominan dialokasikan 
untuk belanja operasi.  
Porsi APBD yang dialokasikan untuk 
belanja operasi selalu diatas 70% dan selalu 
mengalami peningkatan. Sedangkan untuk porsi 
APBD yang dialokasikan untuk belanja 
pembangunan (belanja modal) hanya dibawah 
30%.  
 
d. Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio) 
Hasil perhitungan rasio pertumbuhan 
keuangan pemerintah daerah Kota Malang tahun 
2008-2012 ditunjukkan oleh tabel berikut ini. 
Tabel 8. Rasio pertumbuhan keuangan Kota 
Malang tahun 2008-2012 
Tah
un 
Pertumb
uhan 
PAD 
Pertum-
buhan 
Pendapa
tan 
Daerah 
Pertum-
buhan 
Belanja 
Rutin 
Pertum-
buhan 
Belanja 
Pemban
gunan 
2008 - - - - 
2009 10,88% 10,29% 8,92% 48,70% 
2010 22,72% 23,72% 30,95% -13,93% 
2011 63,73% 11,57% 16,13% -17,92% 
2012 23,67% 23,01% 11,05% 67,52% 
Sumber: Dok. BPKAD, 2013 (data diolah) 
Berdasarkan hasil perhitungan yang telah 
diolah, kondisi pertumbuhan APBD Kota 
Malang bersifat fluktuatif. Kondisi pertumbuhan 
perolehan PAD dan pertumbuhan pendapatan 
daerah selalu meningkat tapi peningkatannya 
masih bersifat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat 
peningkatan rasio pertumbuhan PAD pada tahun 
2011 mencapai 63,27% tetapi pada tahun 2012 
rasio peningkatan PAD hanya sebesar 23,67%. 
Pertumbuhan belanja rutin daerah 
mengalami tren yang positif. Pertumbuhan 
belanja rutin yang semakin menurun setiap 
tahunnya. Pertumbuhan belanja pembangunan 
pada tahun 2009 dan 2012 mengalami tren yang 
positif dalam arti mengalami peningkatan 
pertumbuhan namun pada tahun 2010 dan 2011 
pertumbuhannya mengalami tren yang negatif. 
Hal ini menunjukkan bahwa kinerja belanja 
pembangunan daerah yang dialokasikan untuk 
sarana dan prasarana publik tidak dapat 
dipertahankan peningkatannya dan cenderung 
mengalami penurunan. 
 
e. Analisis Surplus/Defisit dan Pembiayaan 
Daerah Kota Malang tahun 2008-2012 
Hasil perhitungan surplus defisit serta 
pembiayaan daerah Kota Malang tahun 2008-
2012 ditunjukkan melalui tabel berikut ini. 
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Tabel 8. Surplus/Defisit APBD, Pembiayaan 
Daerah Serta SILPA tahun 2008-2012 
Tah
un 
Surplus/ 
Defisit 
Pembiayaan 
Netto 
SILPA 
2008 
36.992.921.707
,38 
22.428.017.07
3,66 
59.420.938.781
,04 
2009 
(10.287.729.92
4,70) 
79.716.792.36
6,40 
69.429.062.441
,70 
2010 
20.320.454.205
,19 
47.251.231.81
5,88 
67.571.686.021
,07 
2011 
54.424.648.972
,74 
39.874.757.63
4,63 
94.141.092.275
,37 
2012 
104.057.019.36
5,06 
57.386.945.86
0,73 
161.443.965.22
5,79 
Sumber: Dok. BPKAD, 2013 (Data diolah) 
Berdasarkan data yang telah diolah dari 
tahun 2008-2012 cenderung selalu mengalami 
surplus dimana jumlah pendapatan daerah selalu 
lebih besar daripada jumlah belanja daerah. Pada 
tahun 2009 APBD Kota Malang terjadi defisit 
APBD karena melonjaknya jumlah belanja 
daerah tetapi tidak diimbangi oleh jumlah 
pendapatan daerah.  
Selisih lebih perhitungan APBD Kota 
Malang tahun 2008-2012 cenderung mengalami 
peningkatan. SILPA tahun berkenan Kota 
Malang yang tinggi karena adanya efisiensi 
belanja daerah Kota Malang. Secara keseluruhan, 
kinerja pengelolaan keuangan daerah Kota 
Malang termasuk dalam kategori baik karena 
seluruh target anggaran telah dapat tercapai pada 
realisasi anggaran daerah. 
 
Kesimpulan 
Dari hasil pembahasan dapat ditarik 
kesimpulan bahwa kemampuan keuangan 
pemerintah daerah Kota Malang tahun 2008-
2012 dapat dikatakan baik karena setiap tahun 
dapat mengoptimalkan kemampuan keuangannya 
meskipun hasil persentasenya masih berada 
dalam kategori kurang mampu. Selain itu kinerja 
keuangan tahun 2008-2012 juga menunjukkan 
tren positif karena setiap tahunnya dapat 
meningkatkan kinerjanya dan perolehan SILPA 
tahun berjalan selalu meningkat yang 
dikarenakan adanya efisiensi pada komponen 
belanja daerah. 
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